BAB I1
SITUASI DAN KONDISI PEMERINTAHAN
DARI TAHUN 1955-1965

A. Pemilihan Umum 1955

Pada tahun 1955 Pemilu (Pemilihan umum) pertama kali diadakan
di pemerintahan Indonesia deng an harapan terciptanya pemerintahan yang
demokratis. Waktu itu Indonesia berusia 10 tahun dari kemerdekaannya. Bagi
suatu negara Pemilu menjadi hal penting dalam terbentuknya suatu tatanan

negara yang demokratis dan Indonesia baru mengawali hal itu.

Sebelumnya  sekitar tiga bulan  setelah  kemerdekaan
diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah
waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan
Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X atau
Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang
berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut
menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan
diselenggarakan bulan Januari 1946. Kemudian ternyata Pemilu pertama
tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun setelah kemerekaan. Barulah tahun
1955 Pemilu dilaksanakan untuk pertama kalinya dan rancangan Presiden

Soekarno mengenai revolusi bangas ini mulai di kobarkannya.*

'Sumber KPU, “PDF Pemilu 19557, dalam http//google.com. (10 November 2015).
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Pemilu ini diselenggarakan 2 kali, ini berbeda dari tujuan awal
pada Maklumat X, yang mana Pemilu hanya diselenggarakan pada bulan
Januari 1946 untuk memilih anggota DPR dan MPR, bukan Konstituante,
tetapi Pemilu 1955 diadakan 2 kali pemilihan yaitu pertama, pemilihan anggota
DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Kedua, pemilihan anggota

Konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.2

Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula.
Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari
faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan
pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya
perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu
maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah
pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan
menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan
kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang

mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946
seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak

disebabkan 2 (dua) hal:*

’Sumber KPU, “PDF Pemilu 1955, dalam http//google.com. (10 November 2015).

3Sumber KPU, data mengenai pemilu 1955 yang mencantumkan statmant-statmant
penyelenggaraan pemilu 1955. Alasan-alasan mengapa pemilu baru terselengara tahun 1955,
padahal pada Maklumat X seharusnya pemilu terselenggara tahun 1948. Pdf (10 November 2015).
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1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat

UU Pemilu.

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar
kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama
gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para

pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Di samping itu semua penyelenggaraan Pemilu pertama ini menuai
respon positif dan baik bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Dengan keluar
sebagai partai besar adalah PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45
wakil), dan PKI (39 wakil). Sisanya yang berjumlah 59 kusri (seluruh anggota
DPR 257) dibagi oleh banyak partai kecil dengan memperoleh kursi masing-

masing 1 dan 8.*

Menurut sumber KPU yang peneliti dapatkan dari internet yang
sudah di uji keautentikannya, hasil pemilu DPR dan Konstituante sebagai

berikut:

*Moedjanto, Indonesia Abad ke-20: Dari Perang Kemerdekaan Sampai PELITA Il (Yogyakarta:
Kanisius, 1988), 94.
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Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR”®

NO. Nama Partai Suara Persent Kursi

(%)

2. Masyumi y ~ 7.903.886 20,92 57

PartQHg(i sten Indonesia  1.003.326

\“(P@rki'rvidoi_

-

4

Partai Sosialis Indonesia (PSI) ~ 753.191
:'v"/ y “7»’” 4 A

10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah  483.014 1,28 4

(Perti)

12. Partai Buruh 224.167 0,59 2

*Sumber KPU, hasil pemilu 1955, pemilihan anggota DPR yang terselenggara pada 29 September
1955 dengan total jumlah 257 kursi. File PDF (10 November 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2

16. Murba 199588 0,53 2

Rakyat Marhaen  149.287

Permai)

26. Partai Republik Indonesis 72.523 0,19 1

Merdeka (PRIM)

28. R.Soedjono Prawirisoeda rso 53.306 0,14 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Jumlah 37.785.299 100,00 257
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante®
NO Nama Partai Suara Percent (%)  Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI)  9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)  6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia 1.059.922 2,80 16
(PSII)
6. Partai Kristen Indonesia  988.810 2,61 16
(Parkindo)
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan  544.803 1,44 8
Indonesia (IPKI)
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah  465.359 1,23 7
(Perti)
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3

Sumber KPU, hasil pemilihan anggota Konstituante yang diselenggarakan 15 Desember 1955.
Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah
6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan

Konstituante menunjukkan bahwa PNI,

Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan
dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. File PDF (11 November

2015).

merosot

NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara
suaranya

114.267



13. Gerakan Pembela Panca Sila 152.892 0,40 2

(GPPS)

15. Persatuan Pegawai Polisi RI ~ 179.346 0,47 3

(P3RI)

Partai Politik Tarika

(PPTI)

25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1

27. Angkatan  Comunis Muda  55.844 0,15 1

(Acoma)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Banteng Republik  39.874 0,11 1

Indonesis (GBRI)

33. PIRNTB 33.823 0,09 1
34. L.M.ldrus Effendi 31.988 0,08 1
lain-lain 426.856 1,13
Jumlah 37.837.105 514

Meskipun meleset dari yang diharapkan jumlah partai tidak
berkurang malahan bertambah dengan adanya pemilihan itu. Meski begitu,
dengan pelaksanaan yang baik tidak ada kejadian yang membawa korban
seperti yang biasa terjadi di berbagai negara lain yang menyelenggarakan
Pemilu. Pemilu sendiri berjalan secara demokraris, bebas dari segala bentuk
ancaman, dan rahasia. Untuk rakyat yang belum maju pelaksanaan Pemilu ini

sungguh mengesankan.

Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari
seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955
adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang
menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang

memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya
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kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan
partainya, karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang
menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena
pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan
memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan

semuanya.

B. Dekrit Presiden

Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun
1955 dipersiapkan untuk merumuskan Undang-undang Dasar Konstitusi yang
baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan
Kontituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden
Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota Dewan
Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Inodnesia
tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959 Konstituante tidak
pernah berhasil merumuskan Undang-undang Dasar baru. ’

Keadaan seperti itu semakin mengguncangkan situasi Indonesia.
Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk mengehalalkan
segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara sejak tahun 1956 situasi
politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Hal ini disebabkan karena
daerah-daerah  mulai  bergolak, serta memperlihatkan gejala-gejala
separatisme. Seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan

Manguni, Dewan Garuda, Dewan Lambung- Mangkurat, dan lain

’Ginandjar Kartasasmita, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960 (Jakarta: PT. Tira Pustaka,
1981), 378.
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sebagainya. Daerah-daerah yang bergeolak tidak mengakui pemerintah pusat,
bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di
Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara.
Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat membahayakan dan
mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Suasana semakin
bertambah panas sementara itu, rakyat sudah tidak sabar lagi dan
menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang
bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante. Namun,
Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Akhirnya pada 5 Juli 1959, keluarlah dekrit presiden atas
keputusan mengenai masalah Konstituante yang berlarut-larut dalam

pembuatan UUDS 1950. Isi Dekrit tersebut adalah:®

®1bid., 383.
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Gambar 1.1
e R |

|

| DEKRIT PRESIDEN

Dengsn Rachowwt Tuhan Jeng Maba Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG,

Dengan ind menjatakan dengan chidmat :

Bahwa sndjuem Presiden dan Pemerintah untok kembuli kepada  Undang-
undang Dasar 1945, jang disampaikan Kepada scgerip  Rakiat Indovesia dengan
Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959,  tidok memperoleh keputusin dari
Romstituante sebngaimana ditentukan dulam Unding-unding Dasar Semantara |

Bahwa bertmbung dengan pernjataan sebaginn tarbosne Anggota-anggota Sideng
Pembuat Undong-undang Dasar untuk tidak menghndivi lagi sidemg, Konstituante
fidak mungkin lagi mendjalmkan tuges Jang digortjajalcan oleh Rakjat kepadanga ;

Bahwa hal jang demikian mesimbullan keadann kelatanogawrasn jang momba-
hajokan persatuan dan keselamatan Negara, Nosa den Bangsa,  serfa merintwgi
peenbanguoan semesta uniuk wentjuped nusjarakag jang adil din malanur

Bahwa dangan dukungan bagion terbesar Rakjat Indonosia dan didorong oleh
kejokinan kami sendiri, kami derpoksa menempuh safu-satunja djalan untuk menjela-
matkan Negura Proklemasi;

Bahwa kami borlcelkinen bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945
mendfiwei Undang-urdang Dasar 1945 dan adalah  noerupakon subfu rangkaien -
kesatuwim dengan Konstitusi terscbut :

Mauka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TBRTINGGI
ANGKATAN PERANG,

Meotapkan pembuberan Konstitumnte ;

Menetapkan Undepig undang Basar 1945 berlalu Ingi bagi segagap Bangsa Jn-
doviesia dan scluruh (smpah dareh Idonesix, torhitung mulni bari tinggal préastapan
Dekeit ind, dan tidak berddaunia lagi Undang-undang Thsar Sameniara,

Pembentukan Madjelis Permusjawatatan Rakjal Somentara, Jmg tecdivi alas
Anggota-anggota Dowan Pervakilan Rakjat ditembel dengan miusan- ufusan daci da-
erah-deerah dan golongan-golougan, scrfa  pembugfukan  Dewan  Pertimbangan
. Apung Sementara, akan disslenggarakan dalam wiktu Jang sesingkat-singkatnja,

Ditetagkan di ; Djakarta
pady tanggal : 5 Djuli 1959,
Atas nama Rakjat Indoresia :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGEKATAN PERANG,

SOEKARNO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Secara singkat dan jelas bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959

berisikan tiga keputusan yang diambil Presiden Soekarno sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante.
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan Berlakunya kemabali UDD 1945.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
C. Masa Demokrasi Terpimpin
Sejarah Indonesia (1959-1966) adalah masa di mana sistem

Demokrasi_Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin

adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran

berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem

Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno

dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Dalam buku karangan Drs. G Moedjanto, M.A, Indonesia Abad ke-
20: Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai PELITA I1I, menjelaskan
bahwa, “setelah berlakunya UUD’45. Presiden Soekarno langsung memimpin
pemerintahan. la bukan saja Kepala Negara, tetapi sekaligus juga Kepala
Pemerintahan (Perdana Menteri). la juga membentuk Kabinet Kerja yang
menteri-menterinya tidak terikat kepada partai.”® Ini jelas menunjukkan
bahwa pelaksanaan secara nyata dari konsepnya mengenai Demokrasi
Terpimpin baru terlaksana saat UUD’45 di fungsikan kembali dan dari sini
awal Presiden Soekarno mengkobar-kobarkan akan idealismenya mengenai

revolusi yang mengundang kontroversi.

Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, 115.


https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpin
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Konstituante
https://id.wikipedia.org/wiki/10_November
https://id.wikipedia.org/wiki/1956
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1. Revolusi

Dalam usahanya menggalang persatuan, presiden memaklumkan
prinsip Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) pencerminan golongan-
golongan dalam masyarakat. Hanya dengan persatuan itu bangsa
Indonesia bisa menjadi kuat dan mampu menghasilkan Program Kabinet
kerja yang baik. Namun dibalik itu, tanda-tanda keberhasilan pemerintah
dalam menaikkan taraf hidup masyarakat (program sandang pangan)
nampaknya belum segera terwujudkan. Sementara perjuangan
pembebasan Irian Barat makin menggelora, untuk memperkuat
kedudukannya, maka Presiden Soekarno mengajarkan Resopim
(Revolusi, Sosialisme Indonesia, pimpinan Nasional). Sosialisme hanya
dapat dicapai melalui revolusi yang dikendalikan oleh satu pimpinan
nasional yaitu PBR (Pemimpin Besar Revolusi).*

2. Ekonomi

Masa ini merupakan juga masa yang sekurang-kurangnya secara
resmi mengutamakan paham Sosialisme Indonesia. Sebenarnya paham
sosialisme lebih dilihat sebagai sesuatu yang umum yang tidak
mengkhaskan keindonseiaan walaupun hubungannya tidak lepas sama
sekali. Umpamanya sebelum masa Demokrasi Terpimpin sosialisme
dianggap sebagai paham yang tepat untuk Indonesia, karena kehidupan
kolektif masa lalu yang masih dijumpai di desa. Mungkin karena tekanan

Soekarno pada kepribadian Indonesia seperti yang ia coba kemukakan

©1bid., 117-118.
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dalam rangka Demokrasi Terpimpin, maka juga dalam kehidupan
ekonomi serta sosial, penamaan Sosialisme Indonesia menjadi benar. ™

Masa Demokrasi Terpimpin, salah satu slogannya adalah
Ekonomi Terpimpin. Dalam kenyataan yang dimaksud oleh pemerintah
ialah peranan pemerintah langsung dan tak langsung dalam ekonomi.*?
Namun, kanyataannya kelemahan pemerintah terlihat dalam
kebijaksanaan dalam bidang ini. Ekonomi tambah kocar-kacir, rakyat
banyak yang menderita, dan inflansi menghebat.

Kesukaran ekonomi belum bisa teratasi pada saat presiden mulai
menggunakan kembali UUD 45. Salah satu tindakan untuk menyehatkan
keuangan negara yang dilanda inflasi ialah menggebirian rupiah yang
diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959 hingga rupiah
tinggal bernilai 10%nya saja dari nilai nominal.*®

Tindakan ini jelas menimbulkan pro dan kontra. Di samping itu,
banyak anggota masyarakat terutama rakyat kecil yang mengeluh, karena
hasil bumi, ternak, dan sawahnya yang baru saja dijual hanya dihargai
uang yang saat kecil. Namun, sebagian masyarkat berharap bahwa
penggebirian ini diikuti dengan tindakan pembangunan yang konkrit.

Pada saat penggebirian ini memang harga-harga menjadi murah,
tetapi tidak terbeli oleh rakyat banyak, karena tidak memiliki uang.
Sebaliknya ketika jumlah uang bertambah cepat, maka harga barang

dengan cepat membubung tinggi. Mengapa demikian? Beberapa sebab

“Noer, Moh. Hatta, 175.
Ylbid., 177.
Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20 , 116.
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bisa dikemukakan. Pertama, penghasilan negara memang berkurang,
diakibatkan gangguan keamanan akibat pergolakan daerah menyebabkan
ekspor menurun dan tidak segera pulih. Kedua, pengambilalihan
perusahaan Belanda yang nyaris menguntungkan kalau saja Indonesia
mempunyai tenaga-tenaga manajemen yang cakap dan berpengalaman.
Ketiga, PN, PDN, dan PPN yang didirikan pemerintah dengan maksud
menjadi salah satu jalan mempercepat tercapainya Sosialisme Indonesia,
ternyata hanya menguntungkan pemimpinnya saja yang kebanyakan lahir
menjadi OKB-OKM. Keempat, pada 1962 Indonesia menjadi
penyelenggara Asian Games IV. Penyelanggaraan ini tentu memerlukan
biaya yang sangat banyak mulai dari persiapan, pembangunan sarana
pertandingan, dan akomodasi. kelima, Presiden Soekarno mulai suka
melakukan perjalanan ke luar negeri yang makan biaya besar dan tidak
diimbangi pemasukan modal asing ke Indonesia yang diperlukan dalam
pembangunan. Keenam, modal asing yang memang tidak tertarik dengan
bumi Indonesia, karena iklim politik yang terlalu panas untuknya.
Ketujuh, Rl sedang mengatasi pembebasan Irian Barat.**
3. Ketegangan Politik

Perkembangan pada tahun 1965 menunjukkan tumbuhnya
ketegangan sosial-politik yang makin meninggi. Hubungan Soekarno dan
AD tegang, karena perbedaan sikap terhadap PKI. sedangkan PKI dengan

sendirinya kontra dengan Presiden dan AD.

“1bid., 116-117.
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Di antara partai-partai pada 1965 yang paling kawatir adalah
PKI,  karena hampir semua kekuatan sosial-politik memusuhinya
termasuk AD. Kekawatiran PKI diperbesar oleh kesehatan Presiden
Soekarno, karena presiden mempunyai penyakit yang hanya bisa pulih
dengan operasi. Namun, presiden enggan mentaati nasihat itu. Sebagai
gantinya presiden mendatangkan team dokter dari RRC. Dari team dokter
itu PKI mendapat keterangan bahwa presiden sudah payah dan sewaktu-
waktu bisa meninggal. Jika ini terjadi, maka nasib PKI diujung tanduk
dan AD pasti akan menghajarnya, karena itu agar tidak didahului oleh
AD, PKI menggerakkan pemberontakan Oktober 1965 yang dikenal
sebagai Gerakan 30 September (Gestapu). Namun, gerakan itu dapat

ditumpas oleh kekuatan politik Militer yang anti PKI.*®

D. Peristiwa G30 S-PKI
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah gerakan politik di
Indonesia yang awalnya didirikan oleh orang-orang Belanda yang menjajah
Indonesia. Di awali dengan nama Indies Social Democratic Association
(ISDV) pada tahun 1914, lalu berubah nama menjadi Perserikatan Komunis
di Hindia (PKH) pada tahun 1920 dan terakhir pada tahun 1924 berganti
nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti yang kita dengar
sampai sekarang. °

Partai politik komunis ini memilki prioritas yang masih tetap sama

meski sudah berganti-ganti nama. Prioritas mereka adalah kesejahteraan

151 ;

Ibid., 120.
®Wwikipedia, “Partai Komunis Indonesia”, dalam file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMENT/Pa
rtaiKomunisindonesia-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.htm (10 November 2015).



file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMENT/PartaiKomunisIndonesia-Wikipedia
file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMENT/PartaiKomunisIndonesia-Wikipedia
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kaum buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan
kelas buruh. Perkembangan dan Penyebaran PKI ini sangat cepat di bebeapa
wilayah di Indonesia khususnya di jawa, mereka sangat radikal dan anti
kapitalis.

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan

pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Meski awal

berdirinya PKI dibentuk oleh orang-orang kolonial, tetapi tentu saja PKI tidak
suka akan penjajahan yang dilakukan para kolonial Belanda. Bersama Alimin
dan Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI mengumumkan
terbentuknya sebuah republik. Namun, pada akhirnya pemberontakan ini
dapat dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang
dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308
yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Boven
Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam
tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran
pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum
komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda.
Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. *’

Kemudian setelah Indonesia sudah merdeka, pada tanggal 18
September 1948 PKI bangkit kembali dari persembunyiannya untuk

melakukan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Republik Indonesia.

"Wwikipedia, “Partai Komunis Indonesia”, dalam file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMENT/Pa
rtaiKomunisindonesia-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.htm (10 November 2015).
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Pengkhianatan dan pemberontakan tersebut dikenal pula sebagai Peristiwa
Madiun.*®

Sejak kedatangan kembali Musso, seorang tokoh komunis yang
sejak lama berada di Moskow dan kemudian menganjurkan “jalan baru” bagi
PKI, teror semakin ditingkatkan, bahkan kesatuan-kesatuan Tentara
Nasioanal Indonesia saling diadu, seperti kesatuan Siliwangi dengan
kesatuan-kesatuan setempatnya.*®

Setelah merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya
“Soviet Republik Indonesia”. Keesokannya harinya, pada tanggal 19
September 1948 diumumkan pembentukan pemerintahan baru dan selain di
Madiun PKI juga berhasil membentuk pemerintahan baru di Pati.?

Untuk mengatasi pemberontakan PKI ini, pemerintah melakukan
gerakan cepat. Propinsi Jawa Timur dijadikan Daerah Istimewa dan Kolonel
Sungkono diangkat sebagai Gubernur Militer. Saat itu Panglima Besar
jenderal Soedirman mengalami sakit, pimpinan operasi penumpasan
diserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando
Jawa Timur (MBKD).%

Sekalipun mengalami kesulitan, karena sebagian besar pasukan
TNI terikat menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, dengan
menggunakan dua brigade kesatuan cadangan umum Devisi Il Siliwangi dan

brigade Surachman dari Jawa Timur serta kesatuan-kesatuan lainnya yang

8K artasasmita, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 184.
Yhid., 184.
2pid., 184.
“pid., 184
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setia kepada Republik, seluruh kekuatan pemberontak akhirnya dapat
ditumpas. Dalam operasi ini Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir
Sjarifuddin dan tokoh-tokoh yang lain dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman
mati.?

Meski gerakan PKI ini sudah ditumpas pada tahun 1948, gerakan
ini muncul kembali dengan pemberontakan yang lebih besar dan lebih kuat.
Pada tanggal 30 September 1965 PKI melakukan Pemberontakan kembali
sekaligus merebut kekuasaan Republik Indonesia.

Pada hari Kamis malam, PKI mulai melancarkan gerakan
perebutan kekuasaan dengan nama Gerakan 30 September atau biasa dikenal
dengan G.30.S/PKI. Gerakan secara fisik/ militer yang dipimpin oleh Letnan
Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon 1 Resimen Cakrabirawa, yaitu
pasukan pengawal Presiden, dan mulai bergerak dinihari 1 Oktober 1965.%

Enam orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan
Darat diculik dari tempat kediaman masing-masing. Mereka yang diculik di
bawah ke Lubang Buaya, sebuah desa yang terletak di sebelah Selatan
Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdanakususmah Jakarta. Di sana
mereka dibunuh secara kejam oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat,
Gerwani, dan lain-lain (ormas PKI). Kemudian bersama-sama dengan para
korban lainya yang telah dibunuh di tempat kediaman mereka, jenazah
mereka dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur tua di desa tersebut.

Keenam perwira tersebut adalah:

22 i

Ibid., 185.
“Ginandjar Kartasasmita, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1960-1975 (Jakarta: Sekretariat Negara,
1995), 528.
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1. Letnan jenderal Ahmad Yani.

2. Mayor Jenderal R. Soeprapto.

3. Mayor jenderal Hanono Mas Tirtodarmo.
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman.

5. Brigadir Jenderal Donald Izacus pandjaitan.
6. Brigadir Jenderal Soetojo Sirwomiharjo.

Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran
utama berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan, tetapi putrinya Irma
Suryaru Nasution tewas akibat tembakan-tembakan para penculik. Dalam
usaha penculikan tersebut tewas pula Letnan Satu Pierre Andreas Tendean
(Ajudan Jenderal Nasution) dan Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun (pegawai
rumah Wakil Perdana Menteri H. Dr. J. Leimena yang berdampingan dengan
rumah Jenderal Nasution).*

1. Operasi Penumpasan Pemberontakan G.30.S/PKI

Hari jumat pagi, 1 Oktober 1965 Gerakan PKI telah
berhasil menguasai dua tempat sarana komunikasi yang vital, yaitu
Studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat dan Kantor PN Telekomunikasi
yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Dari dua tempat sarana
komunikasi ini  PKI menyiarkan beberapa pengumuman Gerakan 30
September sebagai berikut:*®
a. Bahwa gerakan ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan

Jendral yang akan mengadakan coup terhadap pemerintahan.

241
Ibid., 529.

*Victor M, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2007), 263.
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b. Dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-
daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora.”®
Presiden Soekarno saat itu berada di Pangkalan Udara
Halim yang dikuasai Gerakan 30 September. Entah, apa yang dilakuakn
oleh Soekarno yang malah mendatangi kandang Macan, tapi yang jelas
ini mengundang kecurigaan bagi para petinggi-petinggi pemerintahan
khususnya juga masyarakat Indonesia.
Dalam buku karangan Victor M. Fic, Kudeta 1 Oktober
1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi, bahwa Presiden Soekarno pergi
ke Halim pada 1 Oktober sepenuhnya atas kemauannya sendiri. la
mengatakan bahwa ia yakin pada waktu itu Halim adalah tempat yang
terbaik baginya, karena dekat dengan pesawatnya.?’
Kemudian tanpa menunggu perintah dan petunjuk Presiden
operasi militer pun dimulai pada sore hari 1 Oktober 1965 pukul 19.00,
ketika pasukan RPKAD di bawah pimpinan komandannya Kolonel
Sarwo Edhie Wibowo menerima perintah dari Panglima Kostrad untuk
merebut kembali studio RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi.
Hanya dalam waktu kurang lebih 20 menit dua pusat sarana komunikasi

vital tersebut dapat direbut.”®

®Disebutkan bahwa Dewan Revolusi adalah sumber daripada kekuasaan dalam Negara Republik
Indonesia dan kegiatannya sehari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan
dan wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September yang juga merupakan Ketua dan Wakil-wakil
Ketua Dewan Revolusi. Lihat Victor M, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang
Konspirasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 263.

“'\ictor, Kudeta 1 Oktober 1965, 264.

*1bid., 536.
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Selanjutnya adalah pembebasan Pangkalan Udara Halim
Perdanakusumah. Melalui kurir khusus disampaikan pesan kepada
Presiden Soekarno agar segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah
Presiden meninggalkan Halim dan pergi ke Istana Bogor, Jenderal
Soeharto segera memerintahkan pembebasan Halim. Tugas tersebut
dilaksanakan dengan baik oleh kesatuan RPKAD Batalyon 328 dan dua
kompi pasukan Kavaleri.

Pada hari itu juga sabtu, 2 Oktober 1965, Presiden
Soekarno telah memanggil Panglima Angkatan Bersenjata bersama
Waperdam 1l Dr. Leimena dan para pejabat penting lainnya dengan
maksud untuk segera menyelesaikan persoalan “peristiwa 30
September”.  Presiden sementara menunjuk  Mayjen Pranoto
Reksosamudra Assisten 1l Men/ Pangad sebagai pengontrol Angkatan
Darat dalam tugas sehari-hari. Sedangkan untuk pelaksanaan pemulihan
keamanaan dan Kketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30
September, Presiden menunjuk Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad
sesuai dengan kebijaksanaan yang ia berikan.?®

Menjelang sore hari 2 Oktober pukul 15.00, Pangkalan
Udara Halim dapat dikuasai kembali tanpa kesulitan. Sedangkan lubang
buaya juga di kepung dan dapat menumpas para anggota pemberontak.

2. Tanggal 4 Oktober 1965

»Rosihan Anwar, Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-
1965 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 380.
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Beberapa anggota tim penyelidik dari Kodam V jaya
memaparkan bukti-bukti yang cukup banyak tentang keterlibatan PKI
dalam peristiwa Gerakan 30 September, yang diperoleh dari beberapa
pelaku yang tertangkap dan diinterogasi hingga saat itu.

Di samping itu jenazah keenam jenderal dan seorang ajudan
ditemukan oleh Angkatan Darat dalam sebuah sumur yang berada di
Lubang Buaya dekat dengan Pangkalan Udara Halim. Setelah diangkat
dari dalam sumur, jenazah-jenazah itu menunjukan bekas perlakuan yang
kejam. Laporan mengatakan bahwa para Jenderal yang belum meninggal
menjadi sasaran siksaan oleh Gerwani.*°

Sebelum jenazah para jenderal ditemukan para pasukan
RPKAD yang telah memulihkan keamanan di daerah Lubang Buaya dari
Gerakan 30 September. Mereka melihat tanda-tanda yang amat
mencurigakan, karena didapati bekas peralatan latihan menembak,
kendaraan, dan tumpukan tanah yang tampak masih baru.®

3. Tanggal 5 Oktober 1965

Hari ABRI yang biasanya diperingati tanggal 5 Oktober
berubah menjadi hari duka cita dengan dimakamkanya 7 Pahlawan
Revolusi yang gugur dalam peristiwva Gerakan 30 September.
Pemakaman dilakukan di Taman Pahlawan Kalibata dengan upacara

kebesaran militer. Parah Pahlawan Revolusi yang dimakamkan adalah A.

*Marshall Green, Dari Soekarno Ke Soehartol (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 54.
31 Anwar, Soekarno, 381.
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Yani, R. Suprapto, Haryono M.T., S. Parman, D.l. Pandjaitan, Sutojo,
dan Pierre Tendean.*

Kemudian dalam kondisi lain Partai Nahdatul Ulama (NU)
menuntut kepada Presiden agar dalam tempo sesingkat-singkatnya
membubarkan PKI dengan semua ormas bawahannya dengan alasan
terbukti telah mendalangi peristiwva pemberontakan Gerakan 30

September.

4. Tanggal 8 Oktober 1965

Para massa mulai melakukan aksi menyerbu gedung-
gedung kantor milik PKI serta ormas-ormasnya. Aksi-aksi tersebut juga
terjadi di berbagai tempat lainnya, di mana terdapatnya basis-basis
kekuatan PKI.

Para partai-partai politik seperti NU, IPKI, Partai Katolik,
dan berbagai organisasi massa lainnya melakukan pertemuan di Taman
Suropati Jakarta. Mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan

PKI.3

5. Tanggal 10 Oktober 1965

Dengan bukti bahwa PKI berperan sebagai dalang dan
pelaku Gerakan 30 September, sejak Januari 1966 tuntutan raknyat agar
PKI dibubarkan terus meningkat. Pada tanggal 10 Januari 1966 para

mahasiswa yang tergabung dalam KAMI mencetuskan tiga tuntutan yang

*>Green, Dari Soekarno Ke Soehartol , 55.

*Ibid., 56.
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dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah yang
intinya adalah:®*

a. Pembubaran PKI.

b. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur PKI.

c. Ekonomi.

Tuntutan ini lekas tidak segera diamini oleh pemerintahan
Soekarno, tapi setelah Soeharto berhasil merebut kekuasaan Soekarno
tuntutan ini dicairkan oleh Soeharto, karena supaya tidak mengganggu
pemerintahannya.

Peristiwa yang terjadi sekitar awal tahun 1955-1965 ini
adalah pergolakan yang luar biasa yang terjadi di awal Indonesia
berkembang. Tidak heran memang negara yang baru meproklamasikan
kemerdekaannya pada tahun 1945 yang strukturnya adalah ideologi
tentang demokrasi masih sangatlah belum sempurna. Pergolakan yang
terjadi dengan ditandainya pemilu 1955, dekrit presiden, beridirnya
demokrasi terpimpin yang mengusung kediktatoran, hingga pergolakan
Gerakan 30 September (PKI). Peneliti melihat bahwa kondisi Inodnesia
saat itu masih terombang-ambing dengan banyak ideologi-ideologi yang
dicanangkan dan ambisius para aparat pemerintahan dalam memainkan
politik partainya supaya mencapai tujuannya.

Menurut Bapak Ali Muhdi, seorang Dosen di Fakultas

Adab Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam dalam kuliahnya, bahwa

%“Departemen Pemerintahan RI, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
(Jakarta: Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1994), 136.
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politik di Indonesia di ibaratkan seperti “kawan menjadi lawan dan lawan
menjadi kawan”, bila dulunya kawan tapi ideologi dan tujuannya berbeda
maka mereka bisa bersebrangan akhirnya bentrok satu sama lain,
sedangkan bila tujuan dan ideolginya sama meski ia lawan maka akan
terjadi saliang kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut.®* Intinya
apapun di dalam perpolitikan bisa terjadi hal yang seperti itu karena
tujauan mereka satu supaya apa yang menjadi keinginannya bisa tercapai
dan terwujud.

Jadi, meski para petinggi negara berdiskusi untuk
mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, tetapi keinginan dari benak
mereka tidak tercapai dalam mewujudkan sistem demokrasi, maka
konsepnya demokrasi hanya sebagai slogan atau embel-embel bagi

aparatur pemerintah yang mengeyangkan dirinya sendiri.

BAli Muhdi, Ceramah Politik, Surabaya, 2013.



